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~ NASKAH KESEPAHAMAN KERJASAMA POLRES TANJUNGPINANG
Y DENGAN
JURNALIS MITRA POLRES TANJUNGPINANG

TENTANG

KERJASAMA PELAYANAN INFORMASI DAN PEMBERITAAN PUBLIK

Pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan maret tahun dua ribu dua satu yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama - SUPRIHADI HANTONO

Pangkat . INSPEKTUR POLISI SATU / 68010216
Jabatan : Ps. KASUBBAG HUMAS

Kesatuan : POLRES TANJUNGPINANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Sdr. ZUPRI sebagai perwakilan dari Media Online Bentan.co.id yang kemudian disebut mewakili
JURNALIS MITRA POLRES TANJUNGPINANG sebagai PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik indonesia;
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 Tentang PERS;
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta dilandasi itikad baik PARA PIHAK PERTAMA maka PARA
PIHAK bersepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman kerjasama tentang
KERJASAMA PELAYANAN INFORMAS! DAN PEMBERITAAN PUBLIK dengan menyatakan
beberapa hal sebagai berikut :

BAB |
PENDAHULUAN
Pasal 1

1. Maksud kesepahaman kerjasama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka
memberikan pelayanan publik terkait infromasi maupun pemberitaan sebagaimana diatur dalam
Undang-undang sebagaimana tersebut di dalam dasar kesepahaman kerjasama ini;

2. Tujuan kesepahaman Kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan publik terkait informasi
maupun pemberitaan sesuai hokum yang berlaku;



BAB ||
PELAKSANAAN
Pasal 2

1. Pihak pertama, atau melalui pejabat yang ditunjuk, memiliki kewajiban memberikan informasi
yang sifatnya menjadi hak publik atau masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;

2. Kewajiban memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) bersifat fleksibel
selama dianggap tidak mengganggu jalannya penyelidikan atau penyidikan;

3. Pihak kedua memiliki kewajiban menyiarkan atau memberikan siaran pers disampaikan pihak
pertama;

4. Jika terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bertentangan dengan
perjanjian kerjasama ini, penyelesaiannya merujuk kepada Undang-undang Pers Nomor 4 tahun
1998,

BAB Il
PENUTUP

Pasal 3

Kesepahaman kerjsama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana
disebut diawal Kesepahaman Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK;

Demikian Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk
dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;

PIHAK KEDUA
JURNALIS MITRA POLRES
TANJUNGPINANG

ZUPRI
Bentan.co.id




NASKAH KESEPAIIAMAN KERJASAMA
v POLRES TANJUNG PINANG
DENGAN
JURNALIS MITRA POLRES TANJUNGPINANG

TENTANG
RERJASAMA PELAYANAN INFORMASI DAN PEMBERITAAN PUBLIK
Puda han Kamis tanggal dus puluh bulsn Jul: tashun dua nibu tujuh belas, yang bertads tungan
dibawah im

-

Namua ARDIYANTO TEDIO B SH, SIK. MH
Pangkat Nrp  AJUN KOMISARIS BESAR POLIS! 77100885
Jabatan KAPOLRES

Kesatuan POLRES TANJUNG PINANG
Selanjutnys discbut PIHAK PER TAMA

I Kurmia Svaifulish (mewakih media elektronik)

2 Raymon Sandy { mewakil: media cetak )

3 Cparles Snompul (mewakil media onling)

Yang kemudian disebut mewakil: JURNALIS MITRA POLRES TANJUNGPINANG

sebaga PIHAK KEDUA
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagar berikut

P UL NO 2 whun 2002 Tentang Kepolisian Negars Republhk Indonesia
2 UU No 4 tahun 1999 Tentang Pers
4 UU No 14 whun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta dilandast wikad baik PARA PIHAK PERTAMA
makd PARA PIHAK bersepukat untuk membuat dan menandatangan:  Kescpahaman
henasama tentang KERJASAMA PELAYANAN INFORMAS! DAN PEMBERITAAN
PUBLIK dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut -

BAB |
PENDAHULUAN

.usl..'}ﬂl 1

| Maksud  kesepshaman kenasama i adalah sebagar pedoman PARA PIHAK dalam
fangka membenkan pelayanan  publik  terkait  informasi maupun pembentaan
sebagaimana  ditur dalam  Undang-undang scbagaimana tersebut o dalam dasar
kesepahaman kenasama im

2 Twuan kesepshaman Kenasama 1 adulah untuk membenkan pelayanan publhic terka
informasi maupun pembentasan sesua hukum yang berlaku



AL I
PELAKSANAAN

Pasal 2
Pthak Pertama. atau melaluy perabat yang ditunjuk, memiliki kewapban membenkan
mformas: vang sifatnya menjadi hak publik atau masyarakal, schagaimana diatur dalam

UL Nomor 40 whun 1999 wentang Pers

Kewapban membenhan informas: sehagumana dimaksud dalam poin 1 (Satu} bersitat
leksibel selama dianggap nda menggangyy jalannva penvelidikan atau penvidikan

Prhak  Kedua memibhi kewapban  menviarkan  atay  memberitakan SIardn  pers
disamparkan prhak pertama

Dalwn pelaksanaan penjanpian i1 nama-nama jumabs  dibekali kartu identitas (1D-
Card)

Jika tenadh perselisthan antars Pibak Pertama dan Prhak Kedua vang bertentangan
dengan perjanpan kenasama i, pemvelesatannva merujuk kepada ULl Pers Nomor 4
tahun 1999

BAR 11
PENUTUP

Pasal 3

hescpahaman kenasama ;i dibuat dan ditanda tangani pada han, bulan dan tahun
sehagaimana disebut pada awal Kesepahaman Kenasama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-
masing bermaterar cubup dan mempunya hekuatan hukam vang sama setclah ditandatangam
PARA PIHAK

Demikian Kesepshaman Kenasama ini dibuat dengan semangat kerasama vang baik, untuk
dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Tam

KURNIA SYAIFUTL | AL
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BAR []
PELAKSANAAN

i'.l\.]l :

Pihak Pertama. atau melalui pejabat vang ditunjuk. memiliby kewapban memberikan
informast vang sifatnva menjadi hak pubhik atau masvarskat, schagmmana diatur dalam
LU Noemor 40 whun 1999 tentang Pens

- Kewajtban membenkan informasi sehagaimana dimaksud dalam poin 1 (Satu) bersifat
fleksibel selama anggap udak mengganggu jalanmva penvelidikan atau penvidikan

Pthak Kedua memiliki hewanban menviarkan atau membertakan  siaran pers
disampatkan prhak pertama

4 Dalam pelaksanaan penanpan i nama-nama jurnabis  dibekali kartu identitas (1D-
Card)

S Jika tenadi persehsthan antara Phak Pertama dan Mihak Kedua vang bertentangan
dengan perjangian kernasama 1im, pemvelesatannya merujuk kepada UU Pers Nomor 4
tahun 1999

BAR T
PENLITLIP

Pasal 3

Nesepahaman henasama mi dibuat dan Jditanda tangani pada hari, bulan dan tahun
schagmimana disebut pada awal Kesepahaman Kenasama i dalam rangkap 2 (dua). masing-
masing bermaterar cuhup dan mempunvar kekuatan hukum vang sama setelah ditandatangam
PARA PIHAK

Demibian Kesepahaman Kenasama in dibuat dengan semangist herjasama vang baik, untuk
dipatuhr dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK
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